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BUPATI BANTUL 
 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

 
NOMOR   10   TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
CABANG BANTUL SEBAGAI KAS UMUM DAERAH DAN PEMEGANG REKENING 

KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014 

 
BUPATI BANTUL, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mengelola kas daerah, 

Bendahara Umum Daerah membuka rekening kas umum daerah 
pada bank yang sehat; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang 

Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta Cabang Bantul Sebagai Kas Umum Daerah dan 
Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

Anggaran 2014; 
 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 44); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 
dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
59); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 

Tahun 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Seri D Nomor 9); 

 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 
8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 
2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 2); 

 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2013 Nomor 16); 

 
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang 

Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77); 

 
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan 
 

 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN BANK 
PEMBANGUNAN DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

CABANG BANTUL SEBAGAI KAS UMUM DAERAH DAN 
PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN 
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014. 
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KESATU : Menunjuk Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Cabang Bantul Sebagai Kas Umum Daerah dan 
Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun 
Anggaran 2014. 

 
KEDUA : Tugas pokok dan fungsi pemegang kas daerah adalah : 

a. Tugas pokok : 
1. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum 

daerah; 
2. mengumpulkan dan mengestimasi data dan bahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan 

3. melaksanakan tugas-tugas lain yang dierikan oleh Bupati 
Bantul. 

 
b. Fungsi : 

1. melaksanakan system penerimaan, penyimpanan dan 

pengeluaran kas daerah; 
2. penyelenggaraan pembukuan; dan 

3. pembuatan laporan yang berhubungan dengan tugasnya. 
 

KETIGA : Pemegang kas daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

KEEMPAT  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014. 

 
 

Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal  02 JANUARI 2014 
 

BUPATI BANTUL, 
 

           ttd 
 
 

SRI SURYA WIDATI 
 
 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul; 

7. Direktur Bank bersangkutan. 
 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

u.b. Asisten Pemerintahan 
Kepala Bagian Hukum 

 

 

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H 

NIP. 19691231 199603  
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